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ABSTRAK 

Arwanda Ramadhany. A (E011201001) dengan judul skripsi “Peningkatan 
Kualitas Tenaga Kerja Lokal Melalui Implementation Strategic Concept (Studi 
Kasus: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan)”:  
102 Halaman + 8 Tabel + 6 Gambar. Dibimbing oleh Prof. Dr. Mohamad Thahir 
Haning, M.Si dan Nuralamsyah Ismail, S.Sos, M.A. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi pada 
peningkatan kualitas tenaga kerja lokal dengan studi kasus di Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif, peneliian ini berfokus pada strategy management 
model menurut Wheelen dan Hunger khususnya pada implementation strategy 
yang meliputi tiga indikator utama yaitu programs (program), budgets (anggaran), 
dan procedures (prosedur). Data dikumpulkan dengan melalui proses wawancara 
mendalam, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi untuk peningkatan kualitas 
tenaga kerja lokal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi 
Selatan telah menunjukkan kejelasan dalam program dan target, dengan 
penggunaan anggaran berdasarkan pada DPA-SKPD, serta diikuti dengan 
kejelasan prosedur pada setiap pelaksanaan kegiatan pelatihan. Namun, dari segi 
penilaian hasil lebih menekankan pada segi kuantitas dibandingkan dengan 
dampaknya terhadap peningkatan kualitas keterampilan peserta. Secara 
keseluruhan, meskipun pelaksanaan berjalan dengan baik selain berfokus pada 
kuantitas diperlukan juga pengembangan terhadap indikator kinerja yang lebih 
komprehensif dan berdampak secara signifikan pada peningkatan kualitas tenaga 
kerja lokal. Dan untuk mencapai hasil yang lebih optimal, perlu memperluas akses 
dan meningkatkan kesadaran terkait program pelatihan sehingga peluang 
pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat tersedia untuk setiap individu 
dari berbagai kelompok, serta menambah ketersediaan instruktur bersertifikat 
pada setiap wilayah. 

Kata kunci: Implementasi Strategi, Kualitas Tenaga Kerja, Pelatihan  
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ABSTRACT 

Arwanda Ramadhany. A (E011201001) with the thesis title "Improving the 
Quality of Local Workers Through Implementation Strategic Concept (Case 
Study: The Manpower and Transmigration Office of South Sulawesi 
Province)": 102 Pages + 8 Tables + 6 Figures. Supervised by Prof. Dr. 
Mohamad Thahir Haning, M.Si and Nuralamsyah Ismail, S.Sos, M.A. 

 This research aims to analyze the implementation of strategies on 
improving the quality of local workforce with a case study at the Manpower and 
Transmigration Office of South Sulawesi Province. Using descriptive qualitative 
research methods, this research focuses on the strategy management model 
according to Wheelen and Hunger, especially on strategy implementation which 
includes three main indicators, namely programs, budgets, and procedures. Data 
was collected through in-depth interviews and document analysis related to the 
research topic. The results showed that the implementation of strategies to 
improve the quality of the local workforce at the Manpower and Transmigration 
Office of South Sulawesi Province has shown clarity in programs and targets, with 
the use of budgets based on DPA-SKPD, and followed by clarity of procedures in 
each implementation of training activities. However, in terms of results 
assessment, it emphasizes the quantity rather than the impact on improving the 
quality of participants' skills. Overall, although the implementation went well, in 
addition to focusing on quantity, it is also necessary to develop performance 
indicators that are more comprehensive and have a significant impact on improving 
the quality of the local workforce. And to achieve more optimal results, it is 
necessary to expand access to and raise awareness of training programs so that 
training and skills development opportunities can be available to individuals from 
various groups, as well as increase the availability of certified instructors in each 
region. 

Keywords: Strategy Implementation, Manpower Quality, Training 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah manajemen 

yang mengatur unsur manusia, dalam hal ini manusia akan selalu berperan 

aktif dan dominan pada setiap kegiatan organisasi. Manusia akan berperan 

sebagai perencana, pelaku, dan penentu akan terwujudnya sasaran tujuan 

dalam sebuah organisasi. Tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan 

yang sangat penting sebagai pelaku yang mendorong pembangunan 

nasional. Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.  

Dengan besarnya peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam 

pembangunan nasional, diperlukan juga pengembangan dalam hal 

ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja dan 

peran sertanya terhadap pembangunan. Dengan memanfaatkan potensi dan 

kemampuan tenaga kerja, suatu negara akan dapat mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 

mencapai tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. 

Di era globalisasi dengan kemajuan teknologi  menyebabkan tingkat 

persaingan di pasar kerja semakin meningkat. Globalisasi pasar kerja 

mengakibatkan banyaknya tenaga kerja asing, mulai dari manajerial, tenaga 
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ahli, hingga pada tingkat teknisi. Maka tenaga kerja lokal tidak hanya 

bersaing dengan sesamanya, tetapi juga dengan tenaga kerja asing. 

Sehingga kompetisi dengan para tenaga kerja asing menjadi tantangan 

tersendiri yang harus dihadapi. Hal ini menyebabkan berkurangnya 

kesempatan kerja tenaga kerja lokal, terutama pada tingkat menengah ke 

bawah. 

Namun, di sisi lain era globalisasi juga membuka peluang bisnis dan 

kesempatan kerja di dalam maupun di luar negeri. Tetapi untuk membuka 

peluang tersebut dituntut adanya peningkatan kualitas SDM. Maka, selain 

menjadi suatu tantangan, hal ini dapat menjadi peluang. Terdapat beberapa 

hal yang dapat dilakukan dalam pengembangan kualitas ketenagakerjaan, 

mulai dari pendidikan, pelatihan kerja, hingga pengembangan karir. 

Dengannya, peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja yang efektif 

dapat merubah tantangan menjadi suatu peluang.  

Oleh karena itu, mobilitas tenaga kerja bergantung pada produktivitas 

dan kualitasnya sebagai faktor penentu keberhasilan dalam persaingan 

global. Sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan persaingan diera 

globalisasi ini di perlukan pengembangan sumber daya manusia (SDM). 

Produktivitas dan kualitas SDM berperan krusial dalam meningkatkan 

kesempatan tenaga kerja lokal, serta memberikan dampak positif pada 

pembangunan ekonomi. Meningkatkan kualitas SDM merupakan salah satu 

kunci dalam mewujudkan pembangunan pada bidang ketenagakerjaan yang 

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. 

Kualitas tenaga kerja tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dan 

keterampilan saja, namun juga integritas, etika kerja, dan kesiapan dalam 
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beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja. Maka di 

era globalisasi yang menyebabkan persaingan kerja yang semakin ketat ini, 

perhatian terhadap pengembangan tenaga kerja menjadi sangat penting dan 

menjadi salah satu prioritas utama. Berdasarkan pada data Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan berikut ini adalah keadaan 

ketenagakerjaan secara umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023. 

Tabel I.1  
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Tahun 2023 

Status Keadaan 
Ketenagakerjaan 

Agustus 
2022 

Agustus 
2023  

Perubahan  
Agustus 2022–

2023 

 Orang Orang Persen (%) 

Penduduk Usia Kerja (PUK) 6.889.399 7.149.200  3,77 

 Angkatan Kerja 

 Bekerja 

 Tidak bekerja 

4.559.375 4.694.483  2,96 

4.353.650 4.490.983  3,15 

205.725 203.500  -1,08 

Bukan Angkatan Kerja 2.330.024 2.454.717  5,35 

 Persen (%) 
Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) 66,18 65,66 -0,52 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). Berita 
Resmi Statistik No. 60/11/73/Th. XVII Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan 

Agustus 2023. 

 
Berdasarkan pada laporan keadaan ketenagakerjaan Provinsi 

Sulawesi Selatan (BPS Sulsel, 2023) bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) mengalami penurunan dari 66,18% menjadi 65,66%. Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengalami penurunan menandakan 

bahwa jumlah orang yang terlibat dalam angkatan kerja secara aktif baik 

dalam hal bekerja atau mencari pekerjaan juga mengalami penurunan. 

Ketidakstabilan penyerapan angkatan kerja ini dapat dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor diantaranya perubahan demografi, kondisi ekonomi, 

ketidakcocokan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, dan 

sebagainya. Lowongan kerja pada sektor-sektor industri tidak dapat 

sepenuhnya terisi karena besarnya kriteria kualitas tenaga kerja yang 

dibutuhkan. Ketika pencari kerja merasa tidak memiliki keterampilan yang 

memadai dapat menyebabkan menyerah dalam mencari pekerjaan atau 

memilih tidak memasuki angkatan kerja. 

Disisi lain, tingkat pengangguran merupakan salah satu isu utama 

dalam pembangunan perekonomian, dimana secara signifikan memengaruhi 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun tingginya tingkat 

pengangguran tidak selalu menandakan rendahnya kualitas SDM, namun 

menjadi salah satu indikator yang dapat berpengaruh secara signifikan. 

Besarnya persaingan serta perkembangan dunia industri dan bisnis 

menunjukkan adanya perubahan kebutuhan akan besarnya keterampilan 

dan kualifikasi tenaga kerja. Dimana, besarnya kebutuhan tenaga kerja yang 

berkualitas tinggi dan lebih kompetitif secara global. Keterbatasan 

keterampilan menjadi salah satu faktor yang menyulitkan tenaga kerja lokal 

bersaing di pasar kerja.  

Berdasarkan pada data Sistem Informasi dan Manajemen Datadasar 

Regional Tingkat pengangguran yang diukur melalui Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan pada Agustus tahun 2022 

mencapai 4,51% dan pada tahun 2023 mencapai 4,33%. Meskipun 

mengalami penurunan, tingkat pengangguran tersebut tidak mengalami 

penurunan yang signifikan dan masih tergolong tinggi apabila dibandingkan 

dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Berikut ini merupakan 
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gambaran terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi 

Selatan pada tahun 2022-2023: 

Gambar I. 1 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pulau Sulawesi (2022-2023) 

Sumber: Simreg.bappenas.go.id. (2023) 

Disisi lain, perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi 

Selatan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, berdasarkan 

pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan jumlah 

Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2023 telah mencapai 7.149.200 

orang, mengalami kenaikan sebesar 3,77% dari tahun 2022. Situasi ini 

menggambarkan bahwa meskipun terjadi penurunan pada Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT), tantangan dalam peningkatan kualitas tenaga 

kerja tetap ada. Peningkatan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) telah 

menjadi tantangan tersendiri.  

Di era besarnya persaingan dan perubahan di dunia kerja ini, perlu 

diikuti dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang juga berkaitan 

dengan pada sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Banyak pekerja lokal 

yang kurang memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan industri. 
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Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan keterampilan tenaga 

kerja lokal agar lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan pasar tenaga 

kerja yang semakin berkembang. Perlu adanya peningkatan dalam program 

pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan memastikan 

bahwa lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam 

angkatan kerja. 

Berbagai bentuk upaya dalam penyerapan angkatan kerja di pasar 

kerja, tidak dapat terlepas dari permasalahan pengembangan SDM. Pada 

hakikatnya pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu 

fungsi manajerial yang paling penting. Pengembangan SDM berperan dalam 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja agar dapat 

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kualitas sumber daya 

manusia memiliki peranan yang besar terhadap keberlangsungan 

organisasi, sehingga organisasi ataupun perusahaan terkadang menerapkan 

standar yang tinggi untuk menyeleksi tenaga kerja.  

Hal tersebut sejalan dengan perkembangan paradigma administrasi 

publik, konsep dan teori MSDM akan terus berkembang hingga pada adanya 

tuntutan akan reformasi dalam sistem MSDM yang didasarkan pada prinsip-

prinsip good governance. Good governance merupakan suatu gambaran 

mengenai sistem dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan efektif. Membangun tata pemerintahan yang baik (good 

governance) merupakan salah satu cara untuk mengubah kinerja negara 

menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel dan 

membentuk tenaga kerja yang dapat berpartisipasi dalam menciptakan 

sistem yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi.  
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Dalam menghadapi tuntutan akan peningkatan kualitas tenaga kerja 

yang tinggi, penerapan konsep strategis memungkinkan penggambaran 

rencana dan langkah-langkah secara terukur dan terarah. Melalui proses 

tersebut, dapat dilihat bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja 

lokal, hingga merumuskan rencana yang efektif untuk meningkatkan kualitas 

tenaga kerja. Menurut Armstrong (2016:115) strategi manajemen SDM 

adalah sebuah pendekatan untuk membuat keputusan tentang maksud dan 

rencana organisasi dalam bentuk suatu kebijakan, program, dan praktik yang 

berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan, sumber daya, pembelajaran 

dan pengembangan, manajemen kinerja, penghargaan, dan hubungan 

karyawan. Strategi adalah perencanaan terpadu yang dirancang untuk 

mencapai tujuan tertentu, umumnya strategi ditetapkan untuk mencapai visi, 

misi, dan tujuan jangka panjang. Disisi lain implementasi strategi merupakan 

pendekatan yang sistematis dalam melaksanakan strategi-strategi untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan, dimana suatu proses menginterpretasikan 

rencana strategis menjadi tindakan yang konkret. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan 

merupakan suatu lembaga unsur pelaksana yang memiliki peran sentral 

dalam mengelola tenaga kerja, termasuk dalam hal meningkatkan kualitas 

tenaga kerja. Dimana merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan 

yang memiliki kewenangan dalam bidang pembinaan, penempatan, serta 

perlindungan tenaga kerja pada wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan strategis dalam meningkatkan 

keterampilan tenaga kerja lokal dan keselarasannya dengan kebutuhan 
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pasar kerja. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 

peran untuk mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan dalam 

rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.  

Program peningkatan kualitas tenaga kerja lokal merupakan suatu 

proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

produktivitas, dan profesionalisme tenaga kerja sehingga menghasilkan 

tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mampu berdaya saing. Dalam 

hal ini melibatkan berbagai upaya yang ditujukan meningkatkan kemampuan 

individu untuk mencapai standar kualitas yang diinginkan dan memenuhi 

tuntutan pasar kerja. Bidang Pembinaan Pelatihan, Pemagangan, 

Penempatan, dan Perluasan Kesempatan Kerja, serta Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Balai Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan berperan krusial dalam 

meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, keduanya berperan dalam hal 

pembinaan pelatihan mulai dari merancang, mengembangkan, hingga 

melaksanakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga 

kerja lokal dan pasar kerja. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Selatan juga memainkan peran penting dalam 

memfasilitasi kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan, untuk 

memperluas dampak dari program-program peningkatan kualitas tenaga 

kerja lokal. 

Tingkat keterampilan tenaga kerja merupakan modal dasar untuk 

meningkatkan kualitas dan daya saing mereka dalam pasar kerja. Salah satu 

penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan adalah 

kurangnya kualitas keterampilan yang secara signifikan berimplikasi pada 
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penyerapan tenaga kerja. Dengan implementasi strategi yang efektif akan 

dapat mendorong terbentuknya kualitas tenaga kerja lokal yang memiliki 

daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan pada permasalahan di atas peneliti mengambil judul 

penelitian “Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal Melalui Implementation 

Strategic Concept (Studi Kasus: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Selatan)”. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji strategi 

yang diterapkan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Melihat 

adanya berbagai faktor kompleks dan perubahan pada dinamika 

ketenagakerjaan memungkinkan timbulnya permasalahan yang perlu diatasi, 

peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing. Dalam hal ini, menganalisis 

upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan 

dalam peningkatan kualitas tenaga kerja lokal dengan melalui 

implementation strategic concept. 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana strategi meningkatkan kualitas tenaga 

kerja lokal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi 

Selatan?” 

I.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi oleh Dinas Tenaga Kerja 
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dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka untuk 

meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. 

I.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat menambah kajian 

terkait ilmu sosial khususnya mengenai manajemen strategi dan 

manajemen sumber daya manusia terkait pengembangan sumber daya 

manusia. Dengan melalui pemahaman yang mendalam mengenai 

konsep dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi, 

diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pemahaman 

konsep strategis yang dapat diterapkan dalam bidang 

ketenagakerjaan. 

 Manfaat Praktis 

Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

mendorong peningkatan efektivitas program-program peningkatan 

kualitas tenaga kerja lokal. Dengan melalui pemahaman mengenai 

faktor yang mempengaruhi peningkatan kesempatan kerja, diharapkan 

dapat berkontribusi terhadap langkah-langkah yang secara signifikan 

dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1. Konsep Good Governance 

II.1.1. Definisi Good Governance 

Setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda terhadap definisi 

good governance, dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang 

efisien dalam tata kelola pemerintah dan tanggung jawabnya terhadap 

masyarakat. Maksudi (2018:321) mendefinisikan good governance 

secara umum sebagai konsep yang menghendaki terciptanya relasi 

sejajar antara tiga aktor (negara, sektor swasta, dan masyarakat) 

dalam pengelolaan dan pembangunan sebuah negara.  menurut 

Chapman (dalam Sunarsi, 2018:181) bahwa good governance yang 

baik muncul dari asumsi mengenai status hak individu berdasarkan 

pada hukum, partisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif, dan 

tugas atau kewajiban warga negara. Dalam hal ini sangat dibutuhkan 

pemahaman mengenai dampak dari sebuah kebijakan kepada 

masyarakat. 

Sedangkan, Yuliandri dan Erowati (2019:5) mendefinisikan 

good governance sebagai suatu sistem yang digunakan untuk para 

penyelenggara pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, 

serta efisien dan efektif, dengan menjaga kekompakan akan interaksi 

yang bersifat membangun diantara ketiga elemen yaitu pemerintah, 

sektor swasta dan masyarakat. Dengan begini, menurutnya 

menerapkan good governance sudah pasti harus dengan melibatkan 
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masyarakat sebagai unsur pendukung dalam penyeimbang untuk 

memenuhi kepentingan masyarakat ataupun negara. Berdasarkan 

definisi-definisi tersebut, good governance dapat digambarkan 

sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan efektif, diikuti dengan adanya kerja sama 

antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat.  

II.1.2. Prinsip-prinsip Good Governance 

Seperti yang diketahui bahwa seiring dengan perkembangan 

paradigma, konsep dan teori manajemen sumber daya manusia akan 

terus berkembang hingga pada adanya tuntutan akan reformasi dalam 

sistem manajemen sumber daya manusia yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip good governance. Dengan menciptakan lingkungan 

yang mendukung pembangunan, pertumbuhan, dan pemberdayaan 

individu, perkembangan good governance dapat secara signifikan 

mendorong perkembangan SDM. Membangun tata pemerintahan 

yang baik (good governance) merupakan salah satu cara untuk 

mengubah kinerja suatu negara menuju pada penyelenggaraan 

pemerintahan yang lebih baik, akuntabel dan membentuk tenaga kerja 

yang dapat berpartisipasi dalam menciptakan sistem yang lebih baik 

bagi pembangunan nasional. 

Umumnya terdapat sembilan prinsip yang menjadi karakteristik 

dari good governance seperti yang dikemukakan oleh United Nation 

Development Program (UNDP) yaitu participation, rule of law, 

transparency, responsiveness, consensus orientation, equitas, 
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effectiveness and efficiency, accountability, serta strategic vision 

(Maksudi, 2018:337). Dimana setiap unsur dari kesembilan prinsip 

good governance ini saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain. 

Kesembilan prinsip tersebut berperan penting dalam mewujudkan 

reformasi birokrasi, namun dalam proses strategi pengembangan 

sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan kualitas tenaga 

kerja terdapat lima prinsip yang perlu diperhatikan yaitu participation 

(partisipasi masyarakat), transparency (transparansi), equitas 

(keadilan), effectiveness and efficiency (efektivitas dan efisiensi), serta 

accountability (akuntabilitas): 

a. Partisipation (Partisipasi Masyarakat) 

Prinsip partisipasi merupakan prinsip yang menekankan 

pentingnya keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan 

keputusan (Maksudi, 2018:338). Dalam hal pengembangan 

sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat dapat 

mendorong berbagai program peningkatan kualitas tenaga 

kerja seperti program pelatihan ataupun pengembangan karir 

yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga 

mendorong pula peningkatan kesempatan tenaga kerja lokal. 

Melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan strategi 

untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat membantu 

memastikan mengenai kebutuhan mereka agar tercermin 

dalam kebijakan dan program yang diimplementasikan. 
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b. Transparency (transparansi) 

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dalam 

mewujudkan good governance. Menurut Edowai, Abubakar 

dan Said (2021:29) transparansi berarti terbukanya akses bagi 

semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi 

seperti pada peraturan, kebijakan dan lainnya sehingga dapat 

diakses oleh publik. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat 

harus bersinergi, dimana pemerintah memberikan informasi, 

dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami kinerja 

pemerintah. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-

undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, transparansi atau keterbukaan sangatlah penting 

sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap 

orang untuk memperoleh Informasi.  

c. Equitas (Keadilan) 

Di mata hukum semua warga negara memiliki kesempatan 

yang sama untuk mencapai kesejahteraannya (Maksudi, 

2018:342). Dalam proses pengembangan kualitas tenaga 

kerja, keadilan merupakan salah satu prinsip penting untuk 

memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang 

sama dalam mengakses peluang. Dimana setiap program 

dirancang dengan mencakup berbagai kelompok masyarakat 

untuk mendorong terciptanya kesetaraan akses dan peluang 

dalam dunia kerja. 
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d. Effectiveness and efficiency (efektivitas dan efisiensi) 

Prinsip efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan yang 

diinginkan, sedangkan efisiensi mengacu pada penggunaan 

sumber daya tepat untuk mencapai tujuan. Omar (2023: 3391) 

mengemukakan bahwa keduanya dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk mencapai hasil yang signifikan dengan 

melalui penggunaan sumber daya yang tersedia secara 

optimal dalam prosesnya. Dalam hal ini, dengan menerapkan 

konsep strategis yang sesuai akan dapat meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan program-program 

tenaga kerja. 

e. Accountability (akuntabilitas) 

Akuntabilitas merupakan landasan dasar sebagai syarat untuk 

mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, serta 

memastikan bahwa kekuasaan yang diarahkan dapat 

mencapai tujuan nasional yang meliputi tingkatan efisiensi, 

efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Menurut 

Edowai, Abubakar dan Said (2021:16) akuntabilitas publik 

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala 

bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang 

amanah. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban dan komitmen 

pemerintah kepada publik (masyarakat), dalam hal ini 

memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan 

secara efektif, dan masyarakat dapat melihat hasil yang 

dicapai.  
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II.2. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)  

II.2.1. Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan 

manajemen yang secara khusus mengatur unsur manusia, dimana 

mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam sebuah 

organisasi. Pada dasarnya setiap organisasi dibutuhkan sumber 

daya manusia yang kompeten pada masing-masing bidangnya. 

Menurut Armstrong (2006:3), manajemen sumber daya manusia 

didefinisikan sebagai pendekatan strategis dan koheren terhadap 

pengelolaan aset organisasi yang paling berharga, dimana manusia 

yang bekerja secara individu dan kolektif berkontribusi terhadap 

pencapaian tujuan. De Cenzo dan Robbins (dalam Tsauri, 2013:6) 

mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai bagian 

dari organisasi yang berkaitan dengan aspek "manusia" atau sumber 

daya manusia dari posisi manajemen, termasuk dalam merekrut, 

menyeleksi, melatih, memberi insentif, dan penilaian. 

Menurut Tsauri (2013:4) manajemen sumber daya manusia 

adalah suatu ilmu mengenai cara mengatur hubungan dan peranan 

sumber daya manusia (tenaga kerja) secara efisien dan efektif serta 

dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) 

bersama. Berdasarkan pada definisi-definisi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan 

fungsi manajemen yang berfokus pada pengelolaan sumber daya 

manusia, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, hingga 
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pengembangan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dimana 

mencakup semua keputusan dan praktik manajemen yang secara 

langsung mempengaruhi sumber daya manusia. 

II.2.2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia umumnya 

berputar pada masalah karyawan dan tenaga kerja untuk menunjang 

aktivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Dimana mencakup sistem perencanaan, penyusunan karyawan, 

pengembangan karyawan, hingga evaluasi kinerja dan hubungan 

ketenagakerjaan. Sejak abad ke-20 para ahli mulai mengembangkan 

manajemen sumber daya manusia menjadi suatu bidang studi yang 

secara khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam 

suatu organisasi. Istilah manajemen sumber daya manusia dulunya 

dikenal sebagai manajemen personalia, dimana berkaitan dengan 

pengadaan, pengembangan, hingga pemeliharaan personel suatu 

organisasi. Di Indonesia sendiri masalah mengenai sumber daya 

manusia baru mulai lebih serius diperhatikan pada tahun 1970-an, 

dengan munculnya Undang-undang tentang tenaga kerja, hingga 

kesejahteraan pegawai. Tenaga kerja merupakan aset yang 

berharga, dimana berperan aktif pada pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong meningkatnya kesempatan 

tenaga kerja lokal, proses pengembangan SDM menjadi salah satu 

kunci utama dalam memperoleh tenaga kerja yang berkualitas. 
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Menurut Rusby (2017:47) perencanaan sumber daya manusia 

merupakan proses menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan 

akan sumber daya manusia, sehingga organisasi dapat menentukan 

langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuannya. Milkovich dan 

Boudreau (dalam Tsauri, 2013:13) mengemukakan bahwa terdapat 

lima fungsi dalam manajemen sumber daya manusia, diantaranya: 

1. Staffing (Kepegawaian): perekrutan, seleksi, pembagian dan 

keragaman kerja 

2. Training and development (pelatihan dan pengembangan): 

karier, pembelajaran berkelanjutan, dan pendampingan.  

3. Compensation (kompensasi): gaji berdasarkan pasar, gaji 

berdasarkan kinerja, tunjangan/non finansial  

4. Employee relations (hubungan pegawai): komunikasi, 

penyelesaian keluhan/perselisihan, hubungan dengan serikat 

pekerja, keselamatan dan kesehatan  

5. Work structure (struktur kerja): analisis pekerjaan, tim, 

manajemen kinerja, dan keterlibatan pegawai 

Di sisi lain, Harris (dalam Tsauri, 2013:14) menyatakan bahwa 

fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari planning 

(perencanaan), staffing (kepegawaian), evaluating and compensating 

(mengevaluasi dan memberi kompensasi), improving (peningkatan), 

dan maintaining effective employer-employee relationships 

(mempertahankan hubungan yang efektif antara pemberi kerja dan 

pegawai). Secara umum manajemen sumber daya manusia 

bertujuan untuk memastikan serta meningkatkan produktivitas, 
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efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dalam mencapai 

tujuan organisasi. Dan untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien tersebut diperlukan keseimbangan antara tahap perencanaan, 

pendayaan dan pengembangan sumber daya manusia, hingga pada 

tahap evaluasi. 

II.3. Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia  

II.3.1.  Definisi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya manusia menurut Priyono dan 

Marnis (2008:46) adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoretis, konseptual dan moral sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan ataupun jabatan melalui suatu proses 

pendidikan dan pelatihan. Dengannya, fungsi pengembangan ini 

dapat meliputi proses pelatihan untuk meningkatkan keterampilan 

tenaga kerja sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pada 

bidangnya. McLagan dan Suhadolnik (dalam Rusby, 2017:83) 

mendefinisikan pengembangan sumber daya manusia sebagai 

proses pemanfaatan pelatihan, pengembangan karir, dan 

pengembangan organisasi yang terintegrasi antara satu dengan yang 

lain untuk meningkatkan efektivitas individual dan organisasi. 

CIDA (Canadian International Development Agency) dalam 

Rusby (2017: 86) mengemukakan bahwa pengembangan sumber 

daya manusia menekankan manusia sebagai alat (means) dan juga 

tujuan akhir dalam pembangunan. Dalam hal ini, pengembangan 

sumber daya manusia dapat diartikan sebagai proses 
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pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk segera memenuhi 

tenaga ahli. Maka, tindakan yang perlu dilakukan adalah memberikan 

pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

terampil. Menurut Rusby (2017:84) pengembangan sumber daya 

manusia berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan dan sikap individu oleh organisasi ataupun penyediaan 

jalur karir yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai 

tujuan organisasi. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia 

merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas, pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas tenaga kerja. 

Besarnya peran dan potensi sumber daya manusia dalam 

mencapai tujuan organisasi, mencerminkan betapa pentingnya 

manajemen sumber daya manusia. Dalam rantai manajemen sumber 

daya manusia (MSDM), proses pengembangan merupakan salah 

satu langkah yang memegang peranan penting dalam memperoleh 

tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten. Dalam hal ini, pada 

prosesnya diperlukan mekanisme yang sistematis dan terencana, 

untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat berjalan dengan baik 

dan berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja.  

II.3.2. Pelatihan Kerja   

Pelatihan kerja merupakan proses yang secara sistematis 

dirancang untuk meningkatkan keterampilan individu terhadap suatu 

konteks tertentu. Dimana ditujukan untuk mengembangkan 
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pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang dapat meningkatkan 

kualitas dan kinerja di lingkungan kerja. Menurut Sikula (dalam 

Tsauri, 2013:73) pelatihan merupakan proses pendidikan jangka 

pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir 

dengan mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk 

tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Marzuki (dalam Tsauri, 2013:75) 

mengemukakan bahwa pelatihan adalah pengajaran ataupun 

pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan 

tingkah laku (pengetahuan, skill, sikap) agar mencapai sesuatu yang 

diinginkan.  

Pelatihan kerja umumnya ditujukan kepada individu yang 

memerlukan, seperti para pencari kerja, para pekerja yang perlu 

meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, ataupun bagi yang ingin 

beralih profesi. Pelatihan kerja ini menjadi salah satu strategi yang 

efektif untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. 

Dengan adanya program-program peningkatan keterampilan yang 

berorientasi pada bidang industri, tenaga kerja akan memiliki 

keunggulan dalam bersaing di pasar kerja. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja 

Nasional telah tercantum bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan 

kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan 

etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai 

dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Kualitas 

tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses pelatihan 
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kerja yang dilakukan, dimana merupakan bagian dari proses untuk 

mengembangkan keterampilan, keahlian, hingga pengetahuan yang 

diperlukan. Kualitas organisasi juga sangat bergantung pada mutu 

SDM, dan pelatihan berkontribusi besar sebagai agent of change 

terhadap individu. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pelatihan kerja merupakan suatu proses pengembangan dan 

menjadi wadah untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas 

serta potensial sesuai dengan jenjang ataupun kualifikasi yang 

diperlukan. Sasaran pelatihan kerja bukan hanya untuk 

meningkatkan keterampilan sejumlah besar tenaga kerja, namun 

juga memperluas kesempatan tenaga kerja diikuti dengan 

meningkatnya daya saing tenaga kerja. Proses pelatihan ini sangat 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi di masa mendatang, karena 

sumber daya manusia memiliki peran strategis dan krusial terhadap 

keberadaan organisasi. 

II.4. Konsep Tenaga Kerja 

II.4.1. Definisi Tenaga Kerja 
 

Tenaga kerja merupakan suatu istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan penduduk yang berusia kerja ataupun individu yang 

bekerja dan mencari pekerjaan. Marnis dan Priyono (2008:20) 

mengemukakan bahwa tenaga kerja merupakan orang-orang 

ataupun SDM yang dapat memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan Undang-undang Perburuhan dalam suatu negara 
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bersangkutan, dimana tenaga kerja dikelompokkan atas pengusaha, 

karyawan, dan penganggur.  

Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam hal ini, definisi tenaga kerja 

tidak hanya mencakup aspek kuantitas seperti ketersediaan ataupun 

jumlah, namun juga mencakup kualitas individu seperti pendidikan 

dan keterampilan.  

II.4.2. Klasifikasi Tenaga Kerja 
 

Secara umum, tenaga kerja diklasifikasikan menjadi dua 

kategori utama yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Badan Pusat Statistik mendefinisikan bahwa penduduk yang 

termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang berusia kerja (15 

tahun dan lebih) yang bekerja, ataupun punya pekerjaan namun 

sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk 

yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 

kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah 

tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. 

Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dapat digambarkan 

dengan beberapa aspek, diantaranya besaran Penduduk Usia Kerja 

(PUK) baik angkatan kerja ataupun bukan angkatan kerja, Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran 
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Terbuka (TPT). Data ini dapat digunakan untuk perumusan kebijakan 

atau program-program strategis yang bertujuan untuk memperluas 

kesempatan kerja, meningkatkan kondisi ketenagakerjaan, dan 

kesejahteraan masyarakat. Berikut ini, definisi dari aspek-aspek 

tersebut berdasarkan pada Badan Pusat Statistik: 

 Penduduk Usia Kerja (PUK) 

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua penduduk yang 

berusia 15 tahun ke atas, dan cenderung meningkat dengan 

seiring bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk Usia Kerja 

(PUK) ini dihitung berdasarkan data demografi dengan 

merujuk pada sekelompok individu yang dianggap memiliki 

potensi untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam pasar 

tenaga kerja. 

 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase 

banyaknya angkatan kerja yang terlibat secara aktif dalam 

pasar kerja. Dimana mengacu pada perbandingan antara 

angkatan kerja dengan besaran Penduduk Usia Kerja (PUK). 

 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator 

yang digunakan untuk mengukur besaran tenaga kerja yang 

tidak terserap oleh pasar kerja, mengindikasikan pada 

besarnya persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah 

angkatan kerja. Dimana mengacu pada perbandingan antara 

jumlah pekerja dengan besaran Penduduk Usia Kerja (PUK). 
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II.5. Konsep Manajemen Strategi 

II.5.1. Definisi Strategi 

Strategi merupakan rencana terpadu untuk mencapai sasaran 

yang hendak dicapai, dimana mencakup pemilihan sumber daya dan 

keputusan untuk mencapai tujuan. Secara etimologi, kata strategi 

berasal dari Yunani “strategos” yang berarti ilmu untuk 

memenangkan pertempuran. Pada awalnya kata strategi ini 

diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal 

dalam membuat suatu rencana untuk mengalahkan musuh di medan 

perang. Kini penerapan istilah kata strategi telah semakin luas dan 

bukan hanya diperuntukkan dalam kalangan militer saja (Suardhika, 

2018:7). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi 

didefinisikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus.  

Armstrong (2006:113) mengemukakan bahwa strategi adalah 

proses mendefinisikan tujuan (strategic intent) serta mengalokasikan 

sumber daya dengan peluang dan kebutuhan (resource-based 

strategy). Strategi dinyatakan sebagai tujuan dan dikembangkan 

serta diimplementasikan dalam rencana melalui proses manajemen 

strategis. Sedangkan, Johnson and Scholes (dalam Armstrong, 

2006:113) mendefinisikan bahwa strategi merupakan arah dan 

cakupan organisasi dalam jangka panjang, yang secara ideal 

menyesuaikan sumber daya dengan lingkungannya yang terus 

berubah untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. 
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Menurut Yatminiwati (2019:3) strategi adalah proses 

penentuan rencana jangka panjang, dengan diikuti tindakan-tindakan 

yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan berdasarkan analisis dan pengamatan 

lingkungan. Strategi merupakan alat penting untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. David (2011:13) mendefinisikan strategi 

sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang, 

yang mana merupakan tindakan potensial yang membutuhkan 

keputusan manajemen puncak dan sumber daya dalam jumlah 

besar. Strategi umumnya adalah pendekatan yang dirancang secara 

sistematis dan diarahkan untuk mengatasi masalah, tantangan 

ataupun mencapai hasil yang diinginkan.  

II.5.2. Definisi Manajemen Strategi 

Wheelen dan Hunger (2012:5) mengemukakan bahwa 

manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan 

manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu 

organisasi. Dalam hal ini mencakup pemindaian lingkungan (baik 

eksternal maupun internal), perumusan strategi (jangka panjang), 

implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Definisi ini 

mencakup pengelolaan sumber daya dan pengembangan rencana 

strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  
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David (2011:6) mengemukakan bahwa manajemen strategi 

dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk merumuskan, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas 

fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. 

Dimana manajemen strategis memungkinkan sumber daya 

dialokasikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Maka dapat 

dikatakan bahwa manajemen strategi bertujuan untuk 

mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru, serta perencanaan 

jangka panjang. 

Menurut Jauch dan Gluech (dalam Taufiqurokhman, 

2016:15) manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan 

tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau 

sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran. 

Dengan manajemen strategi yang efektif organisasi akan dapat 

mengarahkan langkah-langkahnya dengan lebih baik, dan mencapai 

keberhasilan jangka panjang. Sedangkan menurut Suardhika 

(2018:1) manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai suatu 

rangkaian pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan 

terintegrasi dalam aktivitas organisasi dengan disertai tindakan 

manajerial untuk pelaksanaan dan pengendaliannya.  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa manajemen strategi merupakan pendekatan sistematis 

dengan proses mulai dari merencanakan, mengimplementasikan, 

dan mengevaluasi berbagai strategi untuk mencapai tujuan. 

Manajemen strategi yang efektif akan dapat mendorong organisasi 
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untuk mengarahkan sumber daya mereka secara optimal dan 

responsif terhadap perubahan. 

II.5.3. Proses Strategi 

Strategi mempengaruhi setiap proses dari fungsi-fungsi 

manajemen mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. 

Strategi melibatkan pengaturan dan alokasi sumber daya dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan 

sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. David 

(2011) mengemukakan bahwa dalam proses manajemen, strategi 

terdiri dari tiga tahap yaitu: 

a. Strategy formulation (perumusan strategi) 

Mencakup pengidentifikasian peluang dan tantangan, 

menetapkan tujuan, serta menghasilkan dan memilih strategi. 

b. Strategy implementation (implementasi strategi) 

Mencakup pengalokasian dan pengembangan sumber daya 

agar strategi yang dirumuskan dapat terimplementasi. 

c. Strategy evaluation (evaluasi strategi) 

Mencakup peninjauan strategi dan faktor yang 

mempengaruhinya, sehingga dapat mengukur kinerja dan 

mengambil langkah perbaikan. 

Strategi sangat penting dalam mengarahkan aktivitas dan 

mencapai tujuan organisasi. Dengan melalui pendekatan pada 

proses strategi dapat dilihat bagaimana strategi Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang diterapkan sebagai 
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langkah bentuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan kualitas 

tenaga kerja lokal. Wheelen dan Hunger (2012:15) mengemukakan 

beberapa elemen dasar dalam proses manajemen strategi, yaitu: 

Gambar II. 1 
Strategy Management Model 

 

 

 

 

 

Sumber: Wheelen dan Hunger. (2012) 

a. Environmental scanning (pemindaian lingkungan) 

Pemindaian lingkungan merupakan tahap pemantauan, 

mencari informasi dan mengevaluasi lingkungan baik 

lingkungan eksternal maupun internal. Strategi disusun 

dengan melakukan analisa situasi dan mempertimbangkan 

kesesuaian antara peluang dan tantangan. Biasanya untuk 

menganalisa situasi digunakan analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats). 

b. Strategy formulation (perumusan strategi) 

Perumusan strategi merupakan tahapan pembuatan rencana 

untuk manajemen efektif dengan mempertimbangkan hasil 

dari analisa lingkungan sebelumnya. Perumusan strategi 
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adalah pengembangan rencana yang secara sistematis 

dilakukan dengan meliputi tujuan (hasil yang ingin dicapai), 

pengembangan strategi, dan kebijakan sebagai pedoman 

yang diinterpretasikan untuk implementasi strategi. 

c. Strategy implementation (implementasi strategi) 

Implementasi strategi merupakan proses dimana strategi dan 

kebijakan diwujudkan dalam tindakan dengan melalui 

pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Dimana 

melibatkan penetapan program, mengalokasikan sumber daya 

untuk pelaksanaan kegiatan dan didukung dengan adanya 

prosedur yang secara rinci menggambarkan bagaimana 

kegiatan tersebut dilakukan. 

d. Evaluation and control (evaluasi dan kontrol) 

Evaluasi dan kontrol merupakan tahap mengukur hasil akhir 

dengan menilai berdasarkan tujuan yang dicapai. Tahap ini 

memastikan bahwa strategi yang dirumuskan pada tahap 

formulasi dan diimplementasikan telah mencapai hasil yang 

diinginkan. 

Dalam keseluruhan proses strategi, tahap implementasi 

memiliki peran yang sangat penting sebagai langkah konkret dimana 

mengubah rencana menjadi tindakan nyata. Dengannya keberhasilan 

dalam strategi dapat diukur melalui tahap implementasi, menilai 

sejauh mana rencana tersebut dijalankan dan mencapai hasil yang 

diinginkan. Hal terpenting dalam strategi adalah langkah yang 

sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam 
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hal ini, diperlukan rancangan strategi yang cermat dan efektif yang 

mencakup berbagai program dalam rangka untuk meningkatkan 

kualitas tenaga kerja lokal. 

II.5.4. Implementation Strategic (implementasi strategi) 

Pada manajemen strategi, tahap implementasi strategi 

merupakan tahapan penting, dimana mencakup sejauh mana 

rencana dijalankan dan mencapai hasil yang diinginkan. David 

(2011:6) mengemukakan bahwa implementasi strategi merupakan 

tahap yang mencakup pengalokasian dan pengembangan sumber 

daya agar strategi yang telah dirumuskan dapat terimplementasi. 

Dalam hal ini, umumnya dilakukan mulai dari penetapan tujuan, 

penyusunan kebijakan, dan alokasi sumber daya. Menurut Wheelen 

dan Hunger (2012:21) implementasi strategi merupakan proses di 

mana tujuan, strategi, dan kebijakan dilaksanakan dengan melalui 

pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Implementasi 

strategi melibatkan penetapan program untuk menciptakan 

serangkaian kegiatan, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan 

kegiatan, dan prosedur yang secara rinci untuk menggambarkan 

kegiatan yang dilaksanakan. 

 Programs (Program) 

Dalam implementasi strategi pembuatan program ditujukan 

untuk menciptakan serangkaian strategi yang berorientasi 

pada tindakan. Program dipandang sebagai cara konkret untuk 

mengimplementasikan strategi, yang mana setiap strategi baru 

kemungkinan besar akan melibatkan serangkaian program 
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yang diarahkan untuk mendukung pencapaian strategi, seperti 

adanya rancangan baru atau pengembangan dari program 

sebelumnya. 

 Budgets (Anggaran) 

Setelah program dikembangkan, proses anggaran merupakan 

pemeriksaan terakhir yang dilakukan oleh organisasi terhadap 

kelengkapan strategi. Dimana mengacu pada alokasi 

anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi 

strategi atau langkah-langkah yang telah dirancang.  

 Procedures (Prosedur) 

Prosedur merujuk pada pedoman ataupun langkah-langkah 

spesifik untuk mendukung implementasi strategi, dimana 

merinci berbagai hal ataupun kegiatan yang harus dilakukan 

untuk menyelesaikan program. Dalam hal ini, prosedur perlu 

terus diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam 

teknologi dan strategi. 

 
II.6. Penelitian Terdahulu 

Secara keseluruhan, terlebih dahulu dilakukannya peninjauan 

terhadap literatur penelitian sebelum-sebelumnya. Adapun penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya: 
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Tabel II.1 
Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Temuan 

1 Daris 

Septyana 

Wati (2020) 

Strategi Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dalam 

Meningkatkan 

Kualitas Tenaga 

Kerja di Kabupaten 

Tulungagung. 

Penelitian ini berfokus 

menganalisis strategi Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

dalam meningkatkan kualitas 

tenaga kerja yang ada di 

Kabupaten Tulungagung, serta 

faktor penghambat dan solusi 

untuk menghadapi hambatan 

tersebut.  

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa strategi yang 

dilakukan oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dalam 

meningkatkan kualitas tenaga 

kerja di Kabupaten 

Tulungagung, diantaranya 

dengan pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja, uji 

kompetensi, menjalin kemitraan 

dengan pihak ketiga, pengalihan 

pekerja informal ke formal 
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No Nama Judul Temuan 

melalui peningkatan 

produktivitas kerja, 

meningkatkan pembinaan 

mental dan spiritual tenaga 

kerja, dan peluang kerja yang 

tercipta.  

Selain itu, hambatan dalam 

meningkatkan kualitas tenaga 

kerja lokal diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu hambatan 

internal dan eksternal. 

Hambatan internal mencakup 

anggaran, kurangnya instruktur, 

perusahaan yang tidak 

mendaftar job fair. Solusinya, 

dengan meminimalisir 

penggunaan anggaran, 

melakukan sosialisasi, kerja 

sama dengan LPK, dan 

memberi surat kepada 

perusahaan yang belum 

mendaftar di job fair. Sedangkan 

hambatan eksternal mencakup 

minat para peserta dan ikatan 
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No Nama Judul Temuan 

alumni pelatihan. Solusinya, 

melakukan pelatihan ditempat 

kerja (on the job training) atau 

pelatihan diluar tempat kerja (off 

the job training). 

2 Nina 

Ayundhalu 

Pratama 

(2021) 

Efektivitas Program 

Pelatihan Kerja di 

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi di 

Kabupaten 

Sumedang 

Penelitian ini menganalisis 

efektivitas program pelatihan 

kerja di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transimigrasi di Kabupaten 

Sumedang dan faktor yang 

menghambat efektivitas program 

pelatihan tersebut. 

Hasilnya, penelitian ini 

menggambarkan bahwa proses 

program pelatihan kerja di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Sumedang telah 

cukup efektif dengan melihat 

berbagai dimensi seperti 

kejelasan tujuan, strategi, 

proses perumusan kebijakan, 

perencanaan, sarana dan 

prasarana yang tersedia, hingga 

pengawasan. 
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No Nama Judul Temuan 

Namun, terdapat beberapa 

hambatan dalam prosesnya 

keterbatasan pengetahuan 

masyarakat, tidak semua 

program pelatihan dapat 

terealisasi, keterbatasan SDM 

dan peralatan workshop, belum 

adanya MoU antara pihak BLK 

dengan perusahaan tentang 

kompetensi apa saja yang 

dibutuhkan oleh dunia industri 

atau pasar kerja, serta belum 

terjalinnya komunikasi yang baik 

dengan alumni pelatihan 

sehingga sulit mengevaluasi 

keberhasilan hasil pelatihan. 

3 Muhammad 

Nursan, 

et.al (2021) 

Strategi 

Pengembangan 

Tenaga Kerja Lokal 

dalam 

Meningkatkan 

Perekonomian 

Penelitian ini berfokus 

menganalisis mengenai   kondisi 

internal dan eksternal tenaga 

kerja lokal serta merumuskan 

strategi pengembangan tenaga 

kerja lokal dalam meningkatkan 

perekonomian daerah  

Kabupaten Sumbawa. Penelitian 
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No Nama Judul Temuan 

Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat 

ini dilakukan dengan analisis 

SWOT dalam Menyusun strategi 

strategi pengembangan tenaga 

kerja lokal dalam meningkatkan 

perekonomian daerah 

Kabupaten Sumbawa. 

Hasilnya, dengan melihat 

kondisi faktor internal dan 

eksternal, strategi 

pengembangan tenaga kerja 

lokal yang dapat dilakukan 

adalah strategi W-O 

(Weakness–Opportunity)  atau  

strategi Turn Around yaitu 

meningkatkan keterampilan 

tenaga kerja pada sektor formal 

maupun informal, meningkatkan 

sarana dan prasarana 

penunjang pelatihan, dan 

mempercepat pelayanan serta 

aturan investasi usaha sehingga 

dapat menyerap tenaga kerja 

lokal lebih banyak 
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Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan, yaitu ingin mengetahui bagaimana meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja lokal. Perbedaannya 

penelitian yang akan dilakukan berfokus menganalisis implementasi strategi 

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kualitas 

tenaga kerja lokal di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, penelitian ini 

fokus pada pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan 

kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam rengka memperluas kesempatan 

kerja, dengan studi kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

II.7. Kerangka Pikir 

Di era globalisasi dengan kemajuan teknologi menyebabkan tingkat 

persaingan di pasar kerja semakin meningkat. Globalisasi pasar kerja 

mengakibatkan banyaknya tenaga kerja asing, sehingga kompetisi dengan 

para tenaga kerja asing menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. 

Disisi lain berdasarkan pada data BPS Sulsel, meskipun tingkat 

pengangguran di Sulawesi Selatan mengalami penurunan, masih tergolong 

tinggi apabila dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. 

Jumlah Tingkat Penduduk Usia Kerja (PUK) yang terus mengalami 

peningkatan menjadi tantangan tersendiri, diikuti dengan semakin besarnya 

persaingan di sektor industri.  

Situasi ini menggambarkan bahwa meskipun terjadi penurunan pada 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tantangan dalam peningkatan 

kualitas tenaga kerja tetap ada. Menandakan bahwa adanya ketidakpastian 
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pencari kerja dalam mengisi kesempatan kerja. Tingkat keterampilan tenaga 

kerja merupakan modal dasar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing 

mereka dalam pasar kerja. Dengan menerapkan strategi yang efektif akan 

dapat mendorong terbentuknya kualitas tenaga kerja lokal yang memiliki 

daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.  

Dalam menganalisis implementasi strategi pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas 

tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui peninjauan dan menilai sejauh 

mana strategi dirancang dan diimplementasikan. Implementasi strategi 

merupakan proses manajemen mewujudkan strategi yang telah dirumuskan 

sebelumnya melalui suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

dengan meliputi programs, budgets, dan procedures (Wheelen dan Hunger, 

2012:21). Selain sebagai pengukuran keberhasilan strategi, implementasi 

strategi juga mencerminkan keterkaitan antara rencana dan tindakan, serta 

menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. 

Gambar II. 2 
Kerangka Pikir 
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